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Aparatur Gampong merupakan suatu lembaga resmi dalam pemerintahan
gampong, gampong memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus
masyarakatnya, maka gampong memiliki kewenangan untuk membuat dan
menetapkan peraturan untuk lingkup gampong yang di sebut dengan Qanun
Gampong. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pemerintahan Gampong menjadi acuan dalam proses ini. Dalam penelitian ini
penulis memilih Gampong Cot Bada Kecamatan Langkahan sebagai objek
penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan posisi pemerintahan
gampong dalam pembentukan ganun gampong, memahami urgensi pembentukan
ganun gampong, serta mengetahui kendala dan upaya penyelesaian dalam
pembentukan ganun gampong.

Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan
pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan dan
penelitian lapangan. Analisis data dilakukan sejak awal dan terus berjalan
sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu pengumpulan data, reduksi data,
pengkajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintahan gampong berperan dalam
merumuskan kebijakan, memfasilitasi musyawarah warga, dan menyampaikan
aspirasi masyarakat. Urgensi pembentukan Qanun gampong untuk memastikan
adanya dasar hukum yang mengatur kehidupan masyarakat sesuai karakteristik dan
kebutuhan lokal. Kendala yang dihadapi dalam pembentukan ganun gampong
meliputi kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat gampong tentang
pentingnya ganun sehingga belum adanya ganun di Gampong, keterbatasan sumber
daya manusia dan anggaran, serta tantangan dalam menyelaraskan aspirasi
masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan dalam
menghadapi kendala adalah meningkatkan sosialisasi dan pendidikan hukum
kepada masyarakat dan memperkuat kapasitas aparatur gampong.

Peran aparatur Gampong Cot Bada dalam perumusan ganun gampong harus
di evaluasi kembali, Qanun harus disusun dengan melibatkan partisipasi aktif
masyarakat, serta perlunya pembinaan dan pelatihan dalam meningkatkan kapasitas
dan kemampuan Aparatur Gampong.
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